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KATA PENGANTAR 
  

Dengan memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas perkenan-Nya 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Tahun 2022  Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud  

sebagai bahan pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas Pemerintahan di daerah terlebih khusus di  Satuan 

Polisi Pamong Praja dapat tersusun. 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan instrument yang digunakan dalam 

memenuhi kewajiban secara komprehensif untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

misi organisasi, yang terdiri dari beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu Perencanaan Strategi, 

Pelaksanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja. 

Penyusunan LKj.IP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2022 

merupakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan VISI dan MISI dari Rencana Strategi (RENSTRA) dan target 

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Pemerintah Kab. Kepl. Talaud. 

LKj.IP  Satuan Polisi Pamong Praja ini memaparkan latar belakang, kebijakan program, target / rencana 

capaian, pengukuran hasil capaian, masalah yang dihadap serta langkah - langkah yang ditempuh dalam pemecahan 

kompleksitas masalah. 

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022, disampaikan sebagai 

bahan evaluasi dalam keberhasilan penyelenggaraan tugas Pemerintahan didaerah. Terima Kasih. 

 

KEPALA SATUAN, 
 

 
 
 

Drs. ADRIANSON A.M. TAAREGA 
PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19670412199512 1 003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Laporan  Kinerja Instansi  Pemerintah  
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 

 

 
 

SATUAN POLISI PAMONG  PRAJA KAB. KEPL. TALAUD 2022 
3 

 

DAFTAR  ISI 
 

 

KATA PENGANTAR  .........................................................................................  1 

Daftar Isi  .........................................................................................  2 

Bab  I  PENDAHULUAN  .........................................................................................  3 

1.1 Gambaran Organisasi  .........................................................................................  3 

1.2  Kedudukan dan Tugas Pokok   ......................................................................................... 6 

 1.2.1 Kedudukan  .........................................................................................  6 

 1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....................................................................................  8 

 1.2.3 Struktur Organisasi   ......................................................................................... 24 

 1.2.4 Kepegawaian  .........................................................................................  25 

Bab  II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA...................................................................  27 

2.1 Rencana Strategis  .........................................................................................  27 

A. Visi dan Misi  ……………………………………… ..........................................................  28 

B. Tujuan dan Sasaran .......................................................... ............................................ 29 

2.2   Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ................................................ ....................................................  36 

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA   37 

 3.1. Capaian Kinerja Organisasi   .......................................................................... 37 

      3.2 Realisasi Anggaran …………………………………… ........................................  43 

Bab  IV PENUTUP  .............................  44 

4.1 Kesimpulan  ............................................................................ ................................................  44 

4.2 Rencana Peningkatan Kinerja ................................................ ................................................  44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laporan  Kinerja Instansi  Pemerintah  
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 

 

 
 

SATUAN POLISI PAMONG  PRAJA KAB. KEPL. TALAUD 2022 
4 

 

BAB   I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 GAMBARAN  ORGANISASI  

 

Sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja telah ada 

seiring dengan perjalanan panjang penyelenggaraan otonomi daerah dalam mendukung pelaksanaan Pemerintah 

di Indonesia. Jejak perjalanan panjang Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya telah 

memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mengawal dan mendukung penyelenggaraan Pemerintahan di 

Indonesia dari masa ke masa, lebih khusus dalam menegakan hasil keputusan politik tingkat lokal dalam bentuk 

Peraturan Daerah (PERDA), penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. 

Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dari masa ke masa telah memberikan warna tersendiri bagi 

keberadaan jati dirinya dalam implementasi setiap kebijakan daerah yang diambil oleh pimpinan daerah.  Dengan 

adanya dinamika perubahan Peraturan Perundang-undangan dibidang Pemerintahan Daerah, yang semula 

sentralistik berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah, Menjadi 

Desentralistik dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan 

tersebut berakibat pada status Polisi Pamong Praja, dimana dalam dimensi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah status Polisi Pamong Praja merupakan perangkat wilayah, menjadi perangkat 

Pemerintah Daerah. 

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat selaras dengan 

tuntutan globalisasi dan otomoni daerah maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif 

merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya sehingga 

Satuan Polisi Pamong Praja harus di tuntut melaksanakan amanat perundang-undangan dengan secara cermat 

dan tepat sasaran. 

Berdasarkan ketentuan pasal 148 ayat (1) Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Kepala Daerah dalam rangka 

Penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat sehingga 

dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. 

Satuan Polisi Pamong Praja tersebut mempunyai misi strategis dalam membantu kepala daerah untuk 

menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan 

dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, 

disamping menegakkan Peraturan Daerah, Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan peraturan daerah, 

Keputusan Kepala Daerah dan urusan lain-lain yang menjadi kebutuhan dasar daerah. 

Dalam rangkah mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu didukung baik secara politis 

ditingkat lokal, nasional ataupun oleh Pemerintah Daerah sendiri dalam bentuk pengembangan Sumber Daya 

Manusia (SDM), Kelembagaan dan sarana pendukung operasional Satuan Polisi Pamong  Praja didaerah sehingga 

terwujudnya kondisi daerah yang kondusif, tentram dan tertib dapat terealisasi sesuai target-target kinerja daerah. 

Melihat proses panjang perjalanan Satuan Polisi Pamong Praja terdapat banyak tantangan dalam 

pelaksanaan tugasnya, terlebih setelah era otonomi daerah bergulir ada banyak kompleksitas persoalan 

masyarakat yang secara simultan harus ditangani secara serius. Namun demikian harus pula ada keberhasilan 

target-target yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya.  

Suatu organisasi pasti akan tumbuh dan berkembang senantiasa dalam ujian dan tantangan namun 

Satuan polisi pamong praja terus menunjukan sikap progresif dan profesional dalam penanganan setiap tugas. 

Sehingga sangat ironi jika Satuan Polisi Pamong Praja yang sampai saat ini masih tetap berkibar dan harum 

namanya meskipun sering mendapat cacian dan image negatif dalam pelaksanaan tugas. 

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam rangka menegakkan Peraturan 

Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, di setiap Propinsi dan 

Kabupaten/Kota. 

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang Penegakan Peraturan Daerah, 

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan 

dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. 

         Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Kab. Kepl. Talaud Peraturan 
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Bupati Nomor 42 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja  Satuan Polisi Pamong Praja Kab. 

Kepl. Talaud Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 sebagai berikut:  

- Pasal 6. Satuan mempunyai Tugas melakukan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Daerah yang 

bersifat Spesifikasi dibidang Satuan Polisi Pamong Praja di Daerah. 

- Pasal  7. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Satuan mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

1. Penyusunan rencana dan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Daerah. 

2. Pelaksanaan Pedoman dan Petunjuk Operasional Penertiban Peraturan Pemerintah Daerah dan 

Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku. 

3. Pengawasan dan Pelaksanaan terhadap panegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Kantor 

Daerah dan Peraturan Perundang - undangan lainnya. 

4. Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas yang meliputi pembinaan personil, Pelaksanaan, sarana dan 

prasarana kerja Polisi Pamong Praja.  

5. Koordinasi pembinaan ketentraman dan ketertiban masyrakat sesuai dengan program, pedoman dan 

petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah. 

6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, Kerumah tanggaan, perlengkapan, pengawasan dan keuangan. 

 
Untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika masyarakat  seirama dengan tuntutan era 

globalisasi dan otonomi daerah,  maka kondisi ketentraman dan ketertiban daerah yang kondusif merupakan 

suatu kebutuhan yang mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupan.  

Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang 

tentram dan tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan 

masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu  disamping menegakan Perda Satpol 

PP juga dituntut untuk menegakan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.    

Terselenggarannya good governance merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi 

masyarakan dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Untuk diperlukan pengembangan dan sistim 

pertanggung jawaban yang cepat tepat dan jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan  pemerintahan dapat 

dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna. 

  Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKj.IP) merupakan pertanggung jawaban dari instansi pemerintah 

yang lebih tinggi. 

  Penyajian LKj.IP Satpol PP Kab. Kepl. Talaud dimaksudkan sebagai instrument (tool) pertanggung 

jawaban unit Dinas Satpol PP kepada Bupati Kepl.Talaud Tahun 2022 tidak hanya menggambarkan pencapaian 

tentang Renstra  Satuan Polisi Pamong Praja dalam satu tahun tetapi LKj.IP ini juga memuat informasi kinerja 

secara mendetail yang sangat bermanfaat untuk perbaikan peningkatan kinerja Satpol PP di tahun yang akan 

datang. 

 
 

1.2 KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK SATPOL PP KAB. KEPL. TALAUD  

1.2.1 Kedudukan 

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : 

a. Tugas :  

Menegakkan Peraturan Daerah (PERDA) dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat serta perlindungan masyarakat. 

b. Fungsi : 

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. 

2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 

3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah; 

4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 

5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau Aparatur lainnya; 

6. Pengawasan terhadap Masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum agar mematuhi dan menaati 

Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan 
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7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah. 

Disamping itu pula Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 5 (lima) kewajiban yang harus dijalankan seiring 

dengan tugas pokok dan fungsi. Lima kewajiban tersebut adalah : 

1. Menjunjung tinggi norma hukum, agama, hak asasi manusia, norma–norma sosial lainnya yang 

berkembang di masyarakat; 

2. Menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja; 

3. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman 

dan ketertiban umum; 

4. Melaporkan kepada pihak Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak 

pidana; dan 

5. Menyerahkan Pegawai Negeri Sipil kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas ditemukannya 

dugaaan atau adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 

Kedudukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulaan Talaud adalah unsur 

pendukung tugas Kepala Daerah dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Satpol PP mempunyai 

tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib, 

dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat 

dapat melakukan kegiatannya dengan aman tanpa ada rasa takut. Oleh karena itu disamping menegakan 

Perda Satpol PP juga dituntut untuk menegakan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan 

Kepala Daerah, Keputusan Bupati dan Perundang-Undangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud 

 
1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi  :  

A. Kepala Satuan   

Kepala mempunyai tugas: 

a. Membantu Kepala Daerah dibidang tugasnya didalam memimpin Satuan Organisasi dan 

bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi Kesatuan. 

b. Menyiapkan dan menetapkan program kerja serta kebijaksanaan umum maupun teknis dibidang 

pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan serta 

petunjuk dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

c. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelayanan 

administrasi kepada seluruh staf dilingkungan Kesatuan. 

d. Melaksanakan fungsi kerja sama dengan instansi/ unit kerja terkait dan organisasi lain dibidang 

pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja. 

e. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja. 

f. Melaksanakan Tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

 Kepala Satuan mempunyai fungsi:  

a. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas baik dalam lingkungan Satuan maupun instansi/unit 

kerja diluar Kesatuan. 

b. Pengorganisasian, perencanaan, pengorganisasian, dan perumusan kebijakan teknis serta 

pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja. 

c. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. 

d. Memberikan saran dan / atau pertimbangan kepada Kepala Daerah tentang langkah - langkah 

atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

 

B. Sekretaris mempunyai tugas  : 

Sekretariat melaksanakan urusan ketatausahaan, yang meliputi urusan kepegawaian, perlengkapan, 

keuangan, surat  menyurat dan rumah tangga serta urusan perencanaan dan  melaksanakan tugas - 

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, dengan adanya  tupoksi yang ada dalam struktur 

jabatan sehingga dalam pelaksanaan tugas skretaris sebagai kepala kesekretariatan melaksanakan 

kolaborasi tugas pada tugas sbb : 

Membantu Kepala kantor dalam bidang tugasnya sbb : 

a. Melaksanakan tugas administrasi 

b. Mengkoordinasi penyusunan program kegiatan dengan kepala kantor 
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c. Melaksanakan pengkajian dan penyusunan urutan prioritas program untuk perhitungan dan 

penyiapan anggaran. 

d. Mengkoordinakan pelaksanaan tugas dengan bagian yang lain 

e. Melaksanaan urusan kepegawaian 

f. Melaksanakan urusan keuangan  

g. Melaksanaan urusan umum 

h. Melaksanakan urusan pengendalian dan monitoring 

i. Melaksanaan urusan evaluasi dan pelaporan 

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan ketatausahaan 

k. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor 

 

Pembagian tugas dan fungsi staf Sub Bagian Tata Usaha; 

 

B.1 Sub Bagian Keuangan dan Program 

  

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memberikan dukungan 

administrasi Keuangan dan Pelaporan, yaitu: 

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keuangan dan program; 

2. Menyiapkan bahan rencana program dan melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran 

(RKA) sub bagian keuangan dan program; 

3. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan; 

4. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Satpol.pp; 

5. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta 

melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan keuangan dan program; 

6. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub 

bagian; 

7. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan 

dengan urusan keuangan dan program; 

8. Melaksanakan koordinasi dengan masing-maasing unsur organisasi di lingkungan satuan dalam 

rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi,dan pelaporan program dan 

kegiatan serta anggaran satuan; 

9. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, 

tata hubungan kerja serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana; 

10. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian; 

11. Menyiapkan bahan dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang 

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; 

12. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan satuan; 

13. Menyiapkan bahan dan memverifikasi harian atas penerimaan; 

14. Menyaipkan bahan dan melaksanakan akuntansi Satpol.PP; 

15. Menyiapkan bahan menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 

16. Menyiapkan bahan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan satuan;  

17. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program Satuan; 

18. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Satuan; 

19. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan prognosis realisasi anggaran pendapatan dan 

belanja Satuan;  

20. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang Keuangan dan Program; 

21. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang keuangan 

dan program; 

22. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran sub bagian; 

23. Menyiapkan bahan laporan kinerja sub bagian;  

24. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan k 
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25. Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Satpol.PP dan Kabupaten, menyiapkan bahan penyusunan 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (LPPD); 

26. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tulisan 

sebagai bahanmasukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

27. Melaksanakan tugas kedinasian lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan 

wewenang bidang tugasnya. 

 

B.2  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 

Kepala Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam 

melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, arsip 

dan dokumentasi; dengan tugas sbb:  

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian; 

2. Menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran; 

3. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan dokumentasi, keprotokolan, 

kehumasan dan perjalanan dinas; 

4. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji 

pegawai; 

5. Menyiapkan bahan dan menghimpun peraturan perundang-undangan bidang ketentraman dan 

ketertiban  umum, perlindungan masyarakat dan damkar; 

6. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi serta mengelola barang milik daerah dalam 

penguasaan satuan 

7. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan sarana dan 

prasarana kantor 

8. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor 

9. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tulisan sbagai 

bahan masukan 

10. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasan 

 

C. Kepala-Kepala Bidang : 

 

C.1 Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas: 

Membantu kepala dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penegakan 

peraturan daerah, hubungan masyarakat atau antar lembaga, bimbingan  dan penyuluhan hukum; 

dalam melaksanakan tugas tersebut diatas  Bidang Penegakan Peraturan Daerah melaksanakan 

fungsi sbb:  

a. Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang penegakan peraturan daerah, hubungan antar 

lembaga, bimbingan dan penyuluhan 

b. Menyusun rencana program dan rencana anggaran dibidang  

c. Memverifikas, mengevaluasi, mengkoordinasi dan memimpn dalam penyiapan perumusan 

kebijakan, pelaksanaan kebijakan operasional dan pengendalian 

d. Memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordanasi dan memimpin dalam penyiapa perumusan 

kebijaka, pelaksanaan kebijakan dalam penegakan peraturan daerah secara proyudisial 

e. Memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan terkait hubungan antar 

lembaga dalam penegakan, bimbingan dan penyuluhan peraturan 

f. Menyiapkan bahan sebagai bahan laporan atau masukan kepada atasan dalam bidang 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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C.1.1 Seksi Penegakan mempunyai tugas meliputi : 

Seksi Penegakan mempunyai tuagas membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan dan evaluasi 

penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati 

Uraian tugas seksi penegakan sbb: 

- Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan 

penyuluhan; 

- Menyiapkan bahan dan menyusun program seksi; 

- Pengawasan dalam penegakkan peraturan perundang-undangan Daerah; 

- Menyiapkan, mengumpul dan mengolah data innformasi menginventarisir masalah serta 

membuat pemecahan masalah yang berkaitan dengan penegakan peraturan dan peraturan 

bupati; 

- Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi ; 

- Menyusun petunjuk operasional penegakan dan melakukan inventarisasi dan analisa sanksi 

peraturan daerah yang memuat sanksi pidana 

- Melakukan evaluasi permasalahan pelanggaran perda secara pro yustisia; 

- Penegakan peraturan daerah/peraturan bupati melalui pemberlakuan sanksi secara yustisia; 

- Melakukan fasilitasi terkait pemeriksaan atas orang / badan hukum yang diduga sebagai 

pelanggar 

- Mengorganisir penanganan barang bukti 

- Menyiapkan dan membuat laporan kenerja progran dan realisasi anggaran seksi  

- Melaksanakan analisis program dan kegiatan terhadap pengembangan kinerja 

- Melakasanakan Tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atsan 

C.1.2 Seksi Hubungan Antar Lembaga 

Seksi hubungan antar lembaga memiliki tugas membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan 

rumusan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan dan evaluasi 

terkait hubungan antar lembaga. Uraian tugas seksi hubungan antar lembaga meliputi: 

- Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis daerah dibidang hubungan antar lembaga; 

- Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program seksi; 

- Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisir permasalahan serta 

melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga; 

- Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi 

- Menyusun rancangan kebijakan lingkup seksi hubungan antar lembaga 

- Mengevaluasi program / kegiatanoperasional lingkup hubungan antar lembaga 

- Menyusun rencana induk ( master plan) kebijakan hubungan antar lembaga 

- Menyusun petunjuk operasiona deteksi seksi hubungan antar lembaga 

- Melakukan koordinasi terkait penegakan perda secara pro yustisi 

- Melakukan fasilitasi terkait pelaksanaan penegakan perda secara pro yustisi oleh perangkat 

daerah lainya 

- Memberikan asistensi atas pelaksanaan penegakan perda secara pro yustisi terhadap perangkat 

daerah lainya 

- Mengevaluasi permasalahan penegakan perda secara pro yustisi yang dilakukan oleh perangkat 

daerah lainya 

- Mengorganisasikan proses pengumpulan data permasalahan penegakan perda secara pro yustisi 

yang dilakukan oleh perangkat daerah lainya 

- Menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi anggaran seksi 

- Menyiapkan bahan dan laporan kinerja program seksi 

- Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi 

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberiakn oleh atasan 
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C.1.3 Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas: 

Seksi bimbingan dan penyuluhan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyiapkan 

bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakna teknis serta pemantauan dan 

evaluasi terkait bimbingan dan penyuluhan dengan uraian tugas sebagai berikut : 

- Menyiapkan bahan dan merumuskan rencana program seksi; 

- Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis daerah bidang bimbingan dan penyuluhan; 

- Mengumpulkan mengolah data informasi, meginventarisir permasalahan serta melaksanakan 

pemecahan masalah yang berkaitan dengan bimbingan dan penyuluhan; 

- Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi; 

- Menyusun rancangan kebijakan lingkup seksi bimbingan dan penyuluhan; 

- Menyusun rencana induk kebijakan hubungan antar lembaga; 

- Mengevaluasi program kegiatan operasional lingkup seksi bimbingan dan penyuluhan; 

-  Menyusun petunjuk operasional bimbingan penyulihan; 

- Mengkoordinasikan sosialisasi perda/peraturan bupati yang memuat seksi; 

- Melaksanakan penyuluahan perda/perbup; 

- Memberikan asistensi dan bimtek terkait standart prosedur penanganan penegakan perda/perbup; 

- Menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi keuangan; 

- Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja seksi; 

- Melaksanakan analisis dan penegmbangan kinerja; 

- Melaksanakan tugas kedinasasn lain yang diberikan oleh atasan.  

 

C.2  Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman 

 

Bidang ketertiban umum dan ketentrman mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional dan pengendalian, ketertiban umum dan 

pembinaan satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) 

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut bidang ketertiban umum da ketentraman masyarakat memiliki 

fungsi sbb: 

a. Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang operasioanal dan pengendalian ketertiban umum 

dan pembinaan linmas 

b. Menyusun rencana program dan rencana anggaran dibidang  

c. Memverifikas, mengevaluasi, mengkoordinasi dan memimpn dalam penyiapan perumusan 

kebijakan, pelaksanaan kebijakan operasional dan pengendalian 

d. Memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordanasi dan memimpin dalam penyiapan perumusan 

kebijakan pelaksanaan ketertiban umum 

e. Memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan terkait satuan perlindungan 

masyarakat  

f. Menyiapkan bahan sebagai bahan laporan atau masukan kepada atasan baik lisan maupun 

tulisan untuk dapat memperoleh petunjuk lebih lanjut 

g. Menyiapkan bahan penyusunan realisasi anggaran bidang 

h. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program bidang 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

 

C.2.1 Seksi operasional dan pengendalian 

 

Seksi operasional dan pengendalian(opsdal) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang memiliki tugas 

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, pembimbingan dan melaksanakan kebijakan 

teknis serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasional dan pengendalian. 

Uraian tugas kepala seksi operasional dan pengendalian adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan  perumusan kebijakan teknnis daerah dibidang operasional dan pengendalian  

b. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program seksi operasional dan pengendalian 
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c. Mengumpulkan mengolah data informasi, meginventarisir permasalahan serta melaksanakan 

pemecahan masalah yang berkaitan dengan operasional pengendalian 

d. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi 

e. Menyusun rancangan kebijakan bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan 

dengan operasional dan pengendalian 

f. Menyusun rencana induk (master plan) kebijakan operasional dan pengendalian 

g. Mengevaluasi program kegiatan operasional lingkup seksi operasioanal dan pengendalian 

h. Menyusun petunjuk operasional opsdal 

i. Menyusun dan memetakan potensi kerusuhan dan unjuk rasa 

j. Merencanakan, mengidentifikasi dan menyusun strategi serta melaksanakan cipta kondisi (cipkon) 

k. Menyusun perencanaan dan melaksanakan patroli 

l. Menyusun perencanaan dan melaksanakan pengamanan 

m. Menyusun perencanaan dan melaksanakan pengawalan VIP dan VVIP  

n. Menyusun perencanaan dan melaksanakan pengamanan objek statis 

o. Melaksanakan tindakan darurat (tidak terduga) dalam pengamanan dan pengawalan 

p. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi 

q. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi anggaran seksi 

r. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program seksi 

s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

 

C.2.2  Seksi ketertiban umum 

 

Seksi ketertiban umum dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas menyiapkan bahan 

penyusunan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan teknis serta pemantauan dan evaluasi ketertiban 

umum. 

Uraian tugas seksi ketertiban umum sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan  perumusan kebijakan teknnis daerah dibidang ketertiban umum 

b. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program seksi ketertiban umum 

c. Menyusun pedoman rencana induk(master plan) kebijakan ketertiban umum 

d. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi 

e. Menyusun petunjuk operasional ketertiban umum 

f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati 

g. Melaksanakan pemetaan potensi pelanggaran peraturan daerah/peraturan bupati non pidana 

h. Melakukan inventarisasi dan analisa sanksi peraturan daerah non pidana  

i. Melaksanakan pengawasan pelanggaran peraturan daerah non pidana 

j. Melaksanakan evaluasi permasalahan pelanggaran penegakan peraturan daerah/ peraturan 

bupati non pidana 

k. Melakukan penegakan peraturan daerah/peraturan bupati melalui pemberlakuan sanksi secara 

non yustisi 

l. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi 

m. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian evaluasi dilapangan 

n. Menyiapkan bahan dan menyusun lapoaran realisasi anggaran seksi 

o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program seksi 

p. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi 

q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

C.2.3  Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat 

 

Seksi pembinaan satuan perlindungan masyarakat memiliki tugas menyiapkan bahan pembinaan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan dan evaluasi pembinaan satuan perlindungan 

masyarakat. 

Uraian tugas seksi pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :  
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a. Menyiapkan bahan  perumusan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan satuan perlindungan 

masyarakat 

b. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program seksi  

c. Menyusun pedoman rencana induk(master plan) kebijakan pembinaan satlinmas 

d. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi 

e. Menyusun petunjuk operasional ketertiban umum 

f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati 

g. Melaksanakan pemetaan potensi pelanggaran peraturan daerah/peraturan bupati non pidana 

h. Melakukan inventarisasi dan analisa sanksi peraturan daerah non pidana  

i. Melaksanakan pengawasan pelanggaran peraturan daerah non pidana 

j. Melaksanakan evaluasi permasalahan pelanggaran penegakan peraturan daerah/ peraturan 

bupati non pidana 

k. Melakukan penegakan peraturan daerah/peraturan bupati melalui pemberlakuan sanksi secara 

non yustisi 

l. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi 

m. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian evaluasi dilapangan 

n. Menyiapkan bahan dan menyusun lapoaran realisasi anggaran seksi 

o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program seksi 

p. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi 

q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

C.3  Bidang Kebakaran dan Penyelamatan 

       

Bidang kebakaran dan penyelamatan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan 

dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pencegahan, pemadaman dan penyelamatan, sarana dan 

prasarana. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas bidang kebakaran dan penyelamatan menyelenggarakan 

fungsi sbb: 

a. Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang pencegahan, pemadaman dan penyelamatan, 

sarana dan prasarana  

b. Penyusunan rencana program dan rencana anggaran bidang 

c. Memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasi dan memimpin dalam penyiapan perumusan 

kebijakan, pelaksanaan kebijakan bidang pemadam kebakaran 

d. Memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan memimpin dalam penyiapan perumusan 

kebijakan, pelaksanaan kebijakan dalam bidang pemadam dan penyelamatan 

e. Memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan memimpin dalam penyiapan perumusan 

kebijakan pelaksanaan kebijakan terkait dengan sarana dan prasarana 

f. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk 

memperoleh petunjuk lebih lanjut 

g. Menyiapkan bahan penyusunan  laporan realisasi anggaran bidang 

h. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program bidang 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

Bidang Kebakaran dan penyelamatan terdiri atas seksi-seksi sbb: 

 

C.3.1 Seksi Pencegahan 

 

Seksi pencegahan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan 

kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan dan evaluasi terkait 

pencegahan kebakaran 

Uraian tugas seksi pencegahan sbb:  

- Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis daerah dibidang pencegahan kebakaran 

- Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program seksi 
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- Mengumplkan mengolah, data dan informasi, menginventarisir permasalahn serta menlaksanakan 

pemecahan masalah yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran 

- Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi 

- Menyusun rancangan kebijakan lingkup seksi pencegahanMenyusun pedoman kebijakan 

pencegahan 

- Mengevaluasi program kegiatan opersional lingkup seksi pencegahan 

- Menyusun petunjuk operasional pencegahan kebakaran 

- Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program seksi 

- Menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi anggaran seksi 

 

- Melakukan analisis dan pengembangan kinerrja seksi 

- Melaksanakan tugas kedinasan lainyayang diberikan oleh pimpinan 

 

C.3.2  Seksi Pemadaman dan Penyelamatan  

 

Seksi pemadaman dan penyelamatan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyiapkan 

bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan dan 

evaluasi terkait bidang pemadaman dan penyelamatan.  

Uraian tugas sebagai berikut: 

- Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis daerah dibidang pemadaman dan 

penyelamatan 

- Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program seksi 

- Mengumplkan mengolah, data dan informasi, menginventarisir permasalahan serta melaksanakan 

pemecahan masalah yang berkaitan dengan pemadaman dan penyelamatan 

- Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi 

- Menyusun rancangan kebijakan lingkup seksi pencegahan menyusun pedoman kebijakan 

pencegahan 

- Mengevaluasi program kegiatan opersional lingkup seksi pemadaman dan penyelamatan 

- Menyusun petunjuk operasional pemadaman dan penyelamatan 

- Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program seksi 

- Menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi anggaran seksi 

- Melakukan analisis dan pengembangan kinerrja seksi 

- Melaksanakan tugas kedinasan lainyayang diberikan   oleh pimpinan 

 

C.3.3  Seksi Sarana dan Prasarana 

 

Seksi sarana dan prasarana  memiliki tugas membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan teknis serta pemantauan dan evaluasi terkait bidang sarana dan prasarana. 

  Uraian tugas seksi sarana dan prasarana sebagai berikut: 

- Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis daerah dibidang sarana dan prasarana 

- Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program seksi 

- Mengumplkan mengolah, data dan informasi, menginventarisir permasalahan serta melaksanakan 

pemecahan masalah yang berkaitan dengan sarana dan prasarana 

- Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi 

- Menyusun rancangan kebijakan lingkup seksi sarana dan prasarana 

- Mengevaluasi program kegiatan opersional lingkup seksi sarana dan prasarana 

- Menyusun petunjuk operasional sarana dan prasarana 

- Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program seksi 

- Menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi anggaran seksi 

- Melakukan analisis dan pengembangan kinerrja seksi 

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan   oleh pimpinan   
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D.   Kelompok Jabatan Fungsional  mempunyai Tugas: 

 

Melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan fungsi bidang keahlian masing-masing berdasarkan 

peraturan perundang - undangan yang  berlaku dengan berdasarkan pada tugas dan fungsinya sbb:  

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Fungsi   : 

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 

jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahlian.  

2. Setiap Kelompok sebagaimana poin 1 dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional  Senior yang berada 

didaerah dan  bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

3. Jumlah Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja. 

4. Jenis dan jenjang jabatan fuungsional serta pembinaan terhadap tenaga fungsional diatur sesuai 

dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku. 

 

1.2.3  Struktur Organisasi  

 

Struktur organisasi Satpol PP Kabupaten Kepl. Talaud berdasarkan Peraturan Bupati adalah  :  

a. Kepala Satuan 

b. Sekretariat terdiri dari : 

1. Sekretaris 

a. Sub Bagian Keuangan dan Program 

b. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Kepegawaian 

c. Kepala - Kepala Bidang terdiri dari : 

1. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman 

2. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah 

3. Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan 

d. Kepala-Kepala Seksi-Seksi 

1. Seksi Operasional dan Pengendalian 

2. Seksi Ketertiban Umum 

3. Seksi Pembinaan Satlinmas 

4. Seksi Penegakan 

5. Seksi Hubungan Antar Lembaga 

6. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan 

7. Seksi Pencegahan 

8. Seksi Pemadaman dan Penyelamatan 

9. Seksi Sarana dan Prasarana 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

STRUKTUR ORGANISASI SATPOL.PP. (terlampiir) 

1.2.4  Kepegawaian 

1.  Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai Desember tahun 2022 

 

Tabel  1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah 

1 S2 2 

2 S1 16 

2 D3 1 

3 SMA 5 

4 SMP  - 
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5 SD  - 

J u m l a h  24 

 

 

2.  Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan 

  

Tabel 2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan 

No 
Nama Pelatihan  
Penjenjangan 

Jumlah  

1 PIM  II 1 

2 PIM III - 

3 PIM IV 1 

J u m l a h  2 

 
 

Table 3. Jumlah Pegawai yang Belum Mengikuti Pelatihan Penjenjangan 

No 
Nama Pelatihan  
Penjenjangan 

Jumlah  

1 PIM  III 4 

2 PIM IV  10 

J u m l a h  12 

  

 

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 

 Table  4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 

No Golongan  Jumlah  

1 I             - 

2 II 5 

3 III 13 

4 IV 6 

J u m l a h  24 

 

4. Jumlah Pegawai  Yang Menduduki Eselon, Fungsional dan Staf 

Table  5.  Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon, Fungsional dan     Staf 

No Jabatan  Jumlah  

1 Eselon II  1 

2 Eselon  III  4 

3 Eselon IV   11 

4 Staf   8 

J u m l a h  24 
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5. Jumlah Pegawai Honorer / pegawai tidak tetap (PTT)  

 terdiri dari    Personil :     23  Orang 

Laki – laki :   18  Orang 

    Perempuan                   :     5  Orang 
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BAB II 
PERENCANAAN  DAN PERJANJIAN KINERJA  

 

2.1 RENCANA STRATEGIS 

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud didasarkan pada 

Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 

tentang Tata Cara  Pertanggung  jawaban Kepala Daerah dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud  Tahun 2020 - 2025 merupakan 

landasan Satuan Unit Kerja dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan 

masyarakat. 

Rencana Strategis  Satuan Polisi Pamong Praja sebagai dokumen perencanaan yang merupakan 

tolok ukur pelaksanaan APBD setiap tahun yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan untuk 

mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Organisasi berdasarkan tolok ukur kinerja.  

 

TELAAHAN VISI,  MISI,  DAN PROGRAM  KEPALA DAERAH  DAN WAKIL  KEPALA DAERAH TERPILIH. 

 

Visi Kabupaten Kepulauan Talaud yang hendak dicapai pada tahun 2022-2025  adalah: 

“ MENJADIKAN KABUPATEN TALAUD LEBIH DIBERKATI ”. 

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten  Kepulauan Talaud  Tahun 2022-2025 tersebut, 

maka misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Bersih; 

2. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Elok; 

3. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Ramah; 

4. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud berlandaskan pada Kasih; 

5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud yang Aman; 

6. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Tangguh; 

 

A.  VISI DAN MISI 

VISI yang merupakan suatu gambaran kondisi masa depan yang hendak dicapai dalam rangka 

mendukung pembangunan kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja dan pembangunan 

sumberdaya manusia. Visi ini memberikan arah dan fokus yang jelas bagi Satuan polisi Pamong Praja 

Kabupaten Kepulauan Talaud ke arah mana pembangunan tersebut akan dibawa dengan pertimbangan 

lingkungan internal dan eksternal. 

Berdasarkan Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, maka Satuan Polisi Pamong Praja juga 

merumuskan Visi yang akan dicapai  

Visi :   

 Menjadikan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud yang  Aman, Tertib dan 

Tenteram  

Makna dari Visi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Kehidupan Masyarakat yang Aman adalah menggambarkan suatu situasi daerah yang bebas dari 

ancaman bahaya, gangguan dan terlindungi serta terhindar dari rasa takut; 

2. Kehidupan Masyarakat yang Tertib adalah menggambarkan suatu keadaan daerah yang semua 

pihak melakukan aktifitasnya dengan teratur dan rapi, berdasarkan Peraturan yang berlaku di 

Kabupaten Kepulauan Talaud; 

3. Kehidupan Masyarakat yang Tenteram adalah menggambarkan suatu kondisi daerah yang tenang 

dan damai, yang tidak terjadi kekacauan, yang menciptakan masyarakat Talaud yang rukun dan 

damai.  

 

MISI merupakan suatu pernyataan sikap dari suatu Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan 

sebagai penjabaran lebih lanjut dari VISI yang telah ditetapkan,  Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka 
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ditetapkanlah Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud, yang akan dilaksanakan 

dalam kurun waktu 2022-2025, yaitu sebagai berikut: 

 Meningkatkan kinerja pengawasan dalam implementasinya dengan mengoptimalkan penegakan 

Peraturan Daerah; 

 Memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 

 Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan kelembagaan dalam pelayanan publik; 

 Mengaktifkan penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; 

 Meningkatkan kegiatan pengamanan lingkungan dan patroli wilayah; 

 Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana pencegahan kebakaran 

 Mengaktifkan Tim Reaksi Cepat tanggap bencana kebakaran;  

 
 

B. TUJUAN DAN SASARAN  

Untuk mencapai Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud maka 

dirumuskan Tujuan dan Sasaran Strategi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. 
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Berikut merupakan tujuan, sasaran dan target  capaian jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2020-2025 

Tabel 2.2 
Tujuan, Sasaran dan Target Capaian Jangka Menengah Perangkat Daerah 

 
 

 

 

 

 

2.3  PERJANJIAN  KINERJA TAHUN 2022 

Perjanjian Kinerja yang merupakan ikhtisar target kinerja yang akan dicapai pada tahun yang bersangkutan. 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

dan merujuk pada Renstra (Renstra) Tahun 2020-2025 dan sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) IndukTahun Anggaran 2022, sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Sasaran 

Kondisi Awal 
(2020) 

Target 

2021 2022 2023 2024 2025 

Terciptanya Keamanan, 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum di 
Masyarakat 

Presentase Desa 
yang tidak terdapat 
temuan Kasus 
Kriminalitas yang 
menganggu 
ketentraman 
masyarakat Banyak 

Meningkatkan 
Perlindungan 
Masyarakat Terhadap 
Gangguan Keamanan 
dan Kenyamanan 
Lingkungan 
 

Persentase 
Lingkungan 
Perumahan dan 
Pemukiman Yang 
Bebas dari 
Gangguan 
Keamanan 

25% 35% 40% 50% 60% 70% 

Terciptannya 
Masyarakat Yang Taat 
Dan Tertib Terhadap 
Peraturan Perundang-
Undangan  Yang 
Berlaku 

Rasio Penegakan 
Perda 
 

0% 25% 30% 35% 40% 50% 

Terciptanya Manajemen 
Kebakaran Yang Cepat, 
Tepat, Tanggap Dan 
Profesional 

Presentase 
Kejadian 
Kebakaran Yang 
Ditangani Tepat 
Waktu 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Presentase Korban 
Bencana 
Kebakaran Yang 
Ditangani Tepat 
Waktu 

0% 10% 15% 25% 30% 40% 
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PERJANJIAN KINERJA SATPOL PP 

 
NO 

. 
SASARAN STAREGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 

        
 
1. 

 
Meningkatkan Perlindungan 
Masyarakat Terhadap Gangguan 
Keamanan dan Kenyamanan 
Lingkungan 
 

 
Persentase Lingkungan Perumahan dan 
Pemukiman Yang Bebas dari Gangguan 
Keamanan 

 
40% 

 
2. 

 
Terciptanya Masyarakat Yang Taat 
dan Tertib Terhadap Peraturan 
Perundang-Undangan yang 
Berlaku 
 

 
Rasio Penegakan Perda 

 
30% 

 
3. 
  

 
Terciptanya Manajemen 
Kebakaran yang Cepat, Tepat, 
Tanggap dan Profesional 
  

 
Persentase Kejadian Kebakaran Yang 
Ditangani Tepat 

 
20% 

 
Persentase Korban Bencana Kebakaran yang 
Ditangani Tepat Waktu 
 

 
15% 
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BAB  III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 
 
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

 

        Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud melaksanakan pengukuran kinerja terhadap tabel 

kinerja kegiatan maupun tabel indikator kinerja sasaran utama yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022. Disamping itu pengukuran kinerja juga dilakukan 

terhadap tabel indikator kinerja kegiatan dan sasaran lainnya yang akan dicapai telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja 

Tahunan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 

dilakukan dengan cara membandingkan antara target, capaian, tabel indikator, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 

Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 dengan realisasinya di tahun 

yang lalu. Tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan hasil 

pengukurannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

 

 

3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 

 

Target, realisasi dan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud  

Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel. 3.1 
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

1 2 3 4 5 6 
1. Meningkatkan Perlindungan Masyarakat 

Terhadap Gangguan Keamanan dan 
Kenyamanan Lingkungan 
 

Persentase Lingkungan Perumahan 
dan Pemukiman Yang Bebas dari 
Gangguan Keamanan 

40% 40% 100% 

2. Terciptannya Masyarakat Yang Taat Dan 
Tertib Terhadap Peraturan Perundang-
Undangan  Yang Berlaku 

Rasio Penegakan Perda 
 

30% 20% 66% 

3. Terciptanya Manajemen Kebakaran Yang 
Cepat, Tepat, Tanggap Dan Profesional 

Presentase Kejadian Kebakaran 
Yang Ditangani Tepat Waktu 

20% 0% 0% 

Presentase Korban Bencana 
Kebakaran Yang Ditangani Tepat 
Waktu 

15% 0% 0% 

 

3.2  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Tahun Sebelumnya 

Berikut merupakan perbandingakan target dan realiasasi kinerja serta capaiannya dengan tahun lalu 

dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel. 3.2 
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja  

Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya 

Noo Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Tahun 2021 Tahun 2022 

Target Realisasi Target Realisasi 

1 2 3 6 7 8 9 

1. Meningkatkan Perlindungan 
Masyarakat Terhadap 
Gangguan Keamanan dan 
Kenyamanan Lingkungan 
 

Persentase 
Lingkungan 
Perumahan dan 
Pemukiman Yang 
Bebas dari Gangguan 
Keamanan 

35% 35% 40% 40% 

2. Terciptannya Masyarakat 
Yang Taat Dan Tertib 
Terhadap Peraturan 
Perundang-Undangan  Yang 
Berlaku 

Rasio Penegakan 
Perda 
 

25% 15% 30% 20% 

3. Terciptanya Manajemen 
Kebakaran Yang Cepat, 
Tepat, Tanggap Dan 
Profesional 

Presentase Kejadian 
Kebakaran Yang 
Ditangani Tepat 
Waktu 

10% 0% 

 

 

 

 

 

20% 0% 
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Penjelasan Tabel : 

1. Dari indikator kinerja untuk Persentase Lingkungan Perumahan dan Pemukiman yang bebas dari Gangguan 

Keamanan, dapat dijelaskan bahwa sebagaimana Target dalam Capaian Jangka Menengah Perangkat 

Daerah, pada Tahun ke-2  (tahun 2022) adalah 40%, dan realisasi yang  di tahun ke 2 ini adalah 40%, maka 

capaian dari  target yang ditetapkan 100% yang artinya bahwa Lingkungan Perumahan dan Pemukiman 

Masyarakat dapat dikategorikan bebas dari Gangguan Keamanan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan 

di beberapa Desa dan Kelurahan.  

 

2. Dari Indikator Kinerja untuk Ratio Penegakan Perda, dapat dijelaskan bahwa sebagaimana Target dalam 

Capaian Jangka Menengah Perangkat Daerah, pada Tahun ke-2  (tahun 2022) adalah 30%, dan realisasi 

yang  di tahun ke 2 ini masih 20%, maka capaian dari target yang ditetapkan adalah 66% yang artinya Ratio 

Penegakan Perda belum mencapai target yang ditetapkan, disebabkan dalam pelaksanaan Penegakan 

Peraturan Daerah, tidak dapat dilakukan secara maksimal karena Penegak Perda belum bisa melakukan 

Penindakan atas Pelanggaran Peraturan-peraturan Daerah yang ditetapkan, sebab Satuan Polisi Pamong 

Praja di Kabupaten Kepulauan Talaud belum memiliki SDM sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS). Sehingga untuk pencapaian target Ratio Penegakan Perda ini hanya sebatas melakukan  Pembinaan 

bagi masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah dan tidak dapat melakukan Penindakan. 

 
 

3. Dari Indikator Kinerja Persentase Kejadian Kebakaran yang di tangani Tepat Waktu dan Persentase Korban 

Bencana Kebakaran yang ditangani tepat Waktu, dari target yang ditetapkan masing-masing 20% dan 15%, 

belum ada capaian realisasi, Kejadian Kebakaran yang terjadi di tahun 2022 adalah kebakaran dlm skala 

kecil, dan langsung ditangani oleh masyarakat dan relawan. Satuan  Polisi Pamong Praja khususnya Bidang 

Pemadaman Kebakaran belum bisa melakukan Tindakan Cepat karena sampai dengan saat ini belum 

memiliki SDM dan Fasilitas Sarana dan Prasarana untuk menangani kejadian Kebakaran. Hal yang dilakukan 

hanyalah sebatas menerima laporan dan membantu korban kebakaran untuk dievakuasi dari tempat kejadian. 

 

3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sampai Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang 
Terdapat dalam Dokumen Renstra 

 

Tabel. 3.2 
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sampai Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen 

Renstra 

Presentase Korban 
Bencana Kebakaran 
Yang Ditangani Tepat 
Waktu 

10% 0% 

 

15% 0% 

Noo Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Tahun 2022 
 

Tahun 2025 
Capaian (%) 

Target Realisasi Target Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 8 9 

1. Meningkatkan Perlindungan 
Masyarakat Terhadap 
Gangguan Keamanan dan 
Kenyamanan Lingkungan 
 

Persentase 
Lingkungan 
Perumahan dan 
Pemukiman Yang 
Bebas dari Gangguan 
Keamanan 

40% 40% 70% 40% 100% 

2. Terciptannya Masyarakat 
Yang Taat Dan Tertib 
Terhadap Peraturan 
Perundang-Undangan  Yang 
Berlaku 

Rasio Penegakan 
Perda 
 

30% 20% 50% 20% 66% 

3. Terciptanya Manajemen 
Kebakaran Yang Cepat, 
Tepat, Tanggap Dan 
Profesional 

Presentase Kejadian 
Kebakaran Yang 
Ditangani Tepat 
Waktu 

20% 0% 50% 0% 0% 
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Penjelasan Tabel : 

1. Dari indikator kinerja untuk Persentase Lingkungan Perumahan dan Pemukiman yang bebas dari Gangguan 

Keamanan, dapat dijelaskan bahwa sebagaimana Target dalam Capaian Jangka Menengah Perangkat 

Daerah, pada Tahun ke 2  (tahun 2022) adalah 40%, dan realisasi yang  di tahun ke 2 ini adalah 40%, maka 

capaian dari  target yang ditetapkan 100%. Sementara sesuai dengan target tahun ke 5 (tahun 2025) adalah 

70%, maka dapat diprediksi pencapaian target di tahun ke 5 akan tercapai 100%, jika pelaksanaan program 

dan terkait dengan pencapaian indikator kinerja ini  didukung dengan anggaran yang maksimal.  

 

2. Dari Indikator Kinerja untuk Ratio Penegakan Perda, dapat dijelaskan bahwa sebagaimana Target dalam 

Capaian Jangka Menengah Perangkat Daerah, pada Tahun ke-2  (tahun 2022) adalah 30%, dan realisasi 

yang  di tahun ke 2 ini masih 20%, maka Capaian dari target yang ditetapkan adalah 66% yang artinya Ratio 

Penegakan Perda belum mencapai target yang ditetapkan, dan jika disandingkan dengan target di tahun ke 5 

(tahun 2025) yang adalah 50%, maka dapat diprediksi indikator ini belum akan tercapai sesuai target yang 

diharapkan jika sampai dengan tahun ke 5 Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki PPNS. Adapun 

beberapa program dan kegiatan untuk Penegakan Perda sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

harus didukung dengan Anggaran, antara lain untuk Kegiatan Diklat PPNS dan Sosialisasi Penegakan Perda.  

 

3. Dari Indikator Kinerja Persentase Kejadian Kebakaran yang di tangani Tepat Waktu dan Persentase Korban 

Bencana Kebakaran yang ditangani tepat Waktu, dari target yang ditetapkan pada tahun ke 2 ini masing-

masing  20% dan 15%, belum ada capaian realisasi (0%), dan Target di Tahun ke 5 (Tahun 2025) adalah  

50% dan 40% dapat diprediksi tidak akan tercapai jika sampai dengan tahun ke 5 Satuan Polisi Pamong Praja 

khususnya Bidang Pemadaman Kebakaran tidak difasilitasi dengan SDM dan Sarana Prasarana Kebakaran.  

 

 

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional (Jika Ada) 

 

Tabel. 3.2  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional 

Presentase Korban 
Bencana Kebakaran 
Yang Ditangani Tepat 
Waktu 

15% 0% 40% 0% 0% 

No Sasaran Strategis  
Indikator Pencapaian 

Sasaran  
Satuan Target Realisasi 

Realisasi Nasional 
Tahun 2022  

Berdasarkan SPM 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Meningkatkan 
Perlindungan Masyarakat 
Terhadap Gangguan 
Keamanan dan 
Kenyamanan Lingkungan 
 

Persentase 
Lingkungan 
Perumahan dan 
Pemukiman Yang 
Bebas dari Gangguan 
Keamanan 

% 40% 40% 73% 
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Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional 

 

3.5 Analisis Capaian Kinerja 

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Talaud 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

SASARAN 1 : 

 
Meningkatkan Perlindungan Masyarakat Terhadap Gangguan Keamanan 
dan Kenyamanan Lingkungan 
 

    

Tujuan Utama Sasaran 1 (Meningkatkan Perlindungan Masyarakat Terhadap Gangguan Keamanan dan 

Kenyamanan Lingkungan). 

Untuk mencapai sasasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja Persentase Lingkungan 

Perumahan dan Pemukiman Yang Bebas dari Gangguan Keamanan. Adapun pencapaian target dari indikator 

kinerja tersebut digambarkan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.5 

Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2022 

No Sasaran Strategis Indikator Pencapaian Sasaran Satuan Target Realisasi Persentasi 
Pencapaian Target 

1. Meningkatkan Perlindungan 
Masyarakat Terhadap Gangguan 
Keamanan dan Kenyamanan 
Lingkungan 
 

Persentase Lingkungan Perumahan 
dan Pemukiman Yang Bebas dari 
Gangguan Keamanan 

% 40% 40% 100% 

 

Sasaran Strategis Peningkatan Perlindungan Masyarakat terhadap Gangguan Keamanan dan Kenyamanan 

Lingkungan, dapat tercapai sesuai target penetapan indikator kinerja 100%. Adapun kegiatan yang mendukung 

tercapainya Sasaran Kinerja 1 ini adalah sebagai berikut : 

1. Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, 

Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan; 

2. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui 

Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; 

3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat 

Kabupaten/Kota; 

2. Terciptannya Masyarakat 
Yang Taat Dan Tertib 
Terhadap Peraturan 
Perundang-Undangan  
Yang Berlaku 

Rasio Penegakan 
Perda 
 

% 30% 20% 73% 

3. Terciptanya Manajemen 
Kebakaran Yang Cepat, 
Tepat, Tanggap Dan 
Profesional 

Presentase Kejadian 
Kebakaran Yang 
Ditangani Tepat Waktu 

% 20% 0% 66% 

Presentase Korban 
Bencana Kebakaran 
Yang Ditangani Tepat 
Waktu 

% 15% 0% 66% 
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4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum; 

5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan dan Satuan Perlindungan Masyarakat 

termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia; 

6. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum; 

7. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 

8. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan daerah dan Perkada. 

Diantara 8(delapan) kegiatan pendukung pelaksananaan Sasaran Kinerja 1, di Tahun Anggaran 2022 hanya terdapat 

2(dua) kegiatan yang teranggarkan melalui DPA Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu Kegiatan  pada angka (1) dan angka 

(3), sedangkan kegiatan lainnya sudah masuk dalam Renja tahun 2022 tapi belum terealisasi anggarannya pada APBD 

Tahun Anggaran 2022.  

Dan untuk pencapaian target kinerja pada Sasaran 1 ini juga didukung  oleh SDM yang terdiri  dari ASN Satuan Polisi 

Pamong Praja khususnya Bidang Trantibum dan Linmas  bersama dengan Anggota Satpol PP (THL). 

 

 

SASARAN 2 : 
Terciptannya Masyarakat Yang Taat Dan Tertib Terhadap Peraturan 

Perundang-Undangan  Yang Berlaku  

    

Tujuan Utama Sasaran 2 (Terciptannya Masyarakat Yang Taat Dan Tertib Terhadap Peraturan Perundang-

Undangan  Yang Berlaku). 

Untuk mencapai sasasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja Rasio Penegakan Perda.  

Adapun pencapaian target dari indikator kinerja tersebut digambarkan sebagai berikut: 

 
 

Tabel 3.5 

Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2022 

No Sasaran Strategis Indikator Pencapaian Sasaran Satuan Target Realisasi Persentasi 
Pencapaian Target 

1. Terciptannya Masyarakat Yang 
Taat Dan Tertib  
Terhadap Peraturan Perundang-
Undangan  Yang Berlaku 

Rasio Penegakan Perda % 30% 20% 66% 

 

Sasaran Strategis Rasio Penegakan Perda, pada table diatas belum tercapai sesuai target penetapan indikator kinerja 

karena persentasi capaian hanya sebesar 66%. Adapun kegiatan yang mendukung tercapainya Sasaran Kinerja 2 ini 

adalah sebagai berikut : 

1. SosialisasiPenegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota; 

2. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 

3. Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikotaKoordinasi Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota; 

4. Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS. 

Diantara 4(empat) kegiatan pendukung pelaksananaan Sasaran Kinerja 1, di Tahun Anggaran 2022 hanya terdapat 

2(dua) kegiatan yang teranggarkan melalui DPA Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu Kegiatan  pada angka (2) dan angka 

(4), namun untuk kegiatan pada angka (4) pada APBD Perubahan telah direfocusing dan tidak dapat melaksanakan 

kegiatan dimaksud, sedangkan kegiatan lainnya sudah masuk dalam Renja tahun 2022 tapi belum terealisasi 

anggarannya pada APBD Tahun Anggaran 2022.  

Akibat tidak teranggarnya kegiatan yang mendukung pelaksanaan Sasaran Kinerja 2 ini, maka indikator kinerja ini tidak 

tercapai sesuai target yang ditetapkan, karena untuk melakukan kegiatan terkait penegakan peraturan daerah, maka 

harus memiliki ASN yang telah memiliki sertifikat PPNS dalam melakukan Penindakan atas pelanggaran Peraturan 

Daerah. 

Dan untuk memaksimalkan  pencapaian target kinerja pada Sasaran 2 ini harus didukung  oleh SDM yang terdiri  dari 

ASN Satuan Polisi Pamong Praja khususnya Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan  ASN yang telah mengikuti 

Diklat PPNS. 

 

SASARAN 3 : 
Terciptanya Manajemen Kebakaran Yang Cepat, Tepat, Tanggap Dan 

Profesional 

    

Tujuan Utama Sasaran 3 (Terciptanya Manajemen Kebakaran Yang Cepat, Tepat, Tanggap Dan Profesional). 
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Untuk mencapai sasasaran tersebut, diukur dengan dua indikator kinerja yaitu Presentase Kejadian Kebakaran Yang 
Ditangani Tepat Waktu dan Presentase Korban Bencana Kebakaran Yang Ditangani Tepat Waktu. 

Adapun pencapaian target dari indikator kinerja tersebut digambarkan sebaai berikut: 
Tabel 3.5 

Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2022 

No Sasaran Strategis Indikator Pencapaian Sasaran Satuan Target Realisasi Persentasi 
Pencapaian Target 

1. Terciptanya Manajemen 
Kebakaran Yang Cepat, Tepat, 
Tanggap Dan Profesional 

Presentase Kejadian Kebakaran Yang 
Ditangani Tepat Waktu 

% 20% 0% 0% 

Presentase Korban Bencana 
Kebakaran Yang Ditangani Tepat 
Waktu 

% 15% 0% 0% 

 

Sasaran Strategis Terciptanya Manajemen Kebakaran yang Cepat, Tepat, Tanggap dan Profesional, pada table diatas 

belum tercapai sesuai target penetapan indikator kinerja karena persentasi capaian masih 0%.  

Hal ini terjadi karena indikator target yang harus dicapai Tepat Waktu tidak dapat dilaksanakan disebabkan Satuan  

Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud khususnya Bidang Pemadaman Kebakaran sampai dengan saat ini 

tidak memiliki Fasilitas Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan SDM yang memiliki kapasitas sebagai Petugas 

Pemadam Kebakaran. 

Hal yang dilakukan oleh Bidang Pemadaman Kebakaran hanyalah sebatas melakukan Pendataan Kejadian Kebakaran 

yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaud dan melakukan edukasi pencegahan kebakaran ke masyarakat. 

 Adapun kegiatan yang mendukung tercapainya Sasaran Kinerja 3 ini adalah sebagai berikut : 

1. Pencegahan Kebakaran Dalam daerah Kabupaten/Kota  

2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota; 

3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran; 

4. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota; 

5. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri; 

6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri; 

7. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran; 

8. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 

9. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan 

edukasi masyarakat 

Diantara 9(sembilan) kegiatan pendukung pelaksananaan Sasaran Kinerja 3, di Tahun Anggaran 2022 hanya terdapat 

2(dua) kegiatan yang teranggarkan melalui DPA Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu Kegiatan  pada angka (1) dan angka 

(5), yang hanya sebatas melakukan pendataan dan penyusunan standarisasi Pencegahan Kebakaran. sedangkan 

kegiatan lainnya sudah masuk dalam Renja tahun 2022 tapi belum terealisasi anggarannya pada APBD Tahun 

Anggaran 2022.  

Akibat tidak teranggarnya kegiatan yang mendukung pelaksanaan Sasaran Kinerja 3 ini, maka indikator kinerja ini tidak 

tercapai sesuai target yang ditetapkan.  

Dan untuk memaksimalkan  pencapaian target kinerja pada Sasaran 3  ini harus didukung  oleh Fasilitas Sarana dan 

Prasarana seperti Mobil Damkar dan kelengkapan lainnya, serta SDM yang terdiri  dari ASN Satuan Polisi Pamong Praja 

khususnya Bidang Pemadaman Kebakaran dan  ASN/THL yang telah mengikuti Diklat Pembinaan Aparatur Pemadam 

Kebakaran (bersertifikat), serta membentuk posko-posko Relawan Pemadam Kebakaran di setiap titik Rawan 

Kebakaran. 

 

B. Realisasi Anggaran 

 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN ANGGARAN REALISASI 

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum   

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 

1(satu) daerah Kabupaten/Kota 

  

Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini 

dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan 

dan Pengawalan. 

Rp.  19.010.000,- Rp.  18.863.600,- 

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 

Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota  

Rp.    2.579.000,- Rp.   2.238.400,- 

Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan 

Bupati/Walikota 

  

Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati/Walikota 

Rp.  10.020.000,- Rp.  9.965.000,- 

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan 

Penyelamatan Non Kebakaran 

  

Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman dan Penanganan Bahan 

Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam satu daerah kabupaten/kota 

  

Pencegahan Kebakaran dalam daerah kabupaten/kota Rp.    9.455.000,- Rp.   9.439.000,- 
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Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran 

dan alat pelindung diri 

Rp.  44.096.000,- Rp. 35.350.000,- 
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BAB  IV 
P E N U T U P 

 
 
4.1  KESIMPULAN 

 

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud  nomor 6      Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Badan Dinas di Kabupaten Kepulauan Talaud, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud 

melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang melakukan tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan 

Daerah bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. 

b. Pada tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud telah menetapkan Perjanjian Kinerja 

dengan 3 (Tiga) Sasaran  dan 4 (Empat) Indikator Kinerja, dengan presentasi capaian kinerja sesuai dengan 

indikator yang ditetapkan adalah untuk Sasaran Kinerja 1 sebesar 100%, Sasaran Kinerja 2 sebesar 66% dan 

Sasaran Kinerja 3 belum tercapai 0%.  

c. Kegagalan dari tidak tercapainya 2 sasaran indikator Kinerja, adalah sebagai berikut : 

 Satpol PP Kab. Kepl. Talaud belum memiliki PPNS sebagai syarat utama untuk melakukan Penindakan 

atas Penegakan Peraturan Daerah. 

 Satpol PP Kab. Kepl. Talaud belum memiliki Fasilitas Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan 

Aparatur yang bersertifikat sebagai Pemadam Kebakaran. 

 Belum dibentuknya Posko Relawan Pemadam Kebakaran dititi rawan Kebakaran. 

 

4.2  RENCANA PENINGKATAN KINERJA 

Untuk meningkatkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya di Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud, maka direncanakan peningkatan kinerja sebagai berikut: 

 Dari segi perencananaan kinerja melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perjanjian Kinerja yang disusun 

setiap tahunnya, untuk dapat lebih konsisten mempedomani Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategi (RENSTRA)  

perangkat daerah, serta Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah. 

 Dari segi pelaksanaan kegiatan, untuk lebih menguatkan komitmen semua pihak Satuan Polisi Pamong Praja 

dalam meningkatkan dan mencapai kinerja, dan meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja setiap triwulan 

serta memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja yang dicapai dan memberikan 

hukuman disiplin terhadap pelanggaran yang dilakukan. 

 Dari segi sumber daya aparatur, untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai 

Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis sesuai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing aparatur, 

terutama peningkatan kapasitas anggota Satpol.PP dan peningkatan aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) dan Sertifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran. 

 Dari segi anggaran, untuk lebih meningkatkan anggaran berbasis kinerja serta pengembangan kualitas aparatur 

dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khusunya di Satuan Polisi Pamong Praja. 

 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah pada dasarnya  merupakan  instrument yang digunakan 

dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi, yang terdiri dari beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategi, 

pelaksanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan pelaporan kerja. 

LKj.IP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud ini memaparkan latar belakang, kebijakan 

program, target/ rencana capaian, pengukuran hasil capaian, masalah yang dihadapi  serta langkah - langkah yang 

ditempuh dalam pemecahan masalah. 

Penyusunan LKj.IP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 merupakan 

pertanggung jawaban atas pelaksanaan VISI dan MISI dari Rencana Strategi (RENSTRA) dan RENJA SKPD kepada 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020 - 2025. 
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Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Satuan Polisi Pamong Praja  ini, dan secara  garis besar  

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun demikian terkadang dalam 

pelaksanaanya masih ada kendala / hambatan yang terjadi dilapangan sehingga kedepan akan diambil langkah-langkah 

ansitisipatif guna pemecahan dan penyempurnaan tugas-tugas lainnya kedepan akan berhasil dan berjalan sesuai 

dengan VISI dan MISI yang telah ditetapkan, sehingga saran dan pendapat sangat kami butuhkan demi penympurnaan 

laporan pelaksanaan kegiatan pada periode selanjutnya. 

 

    Melonguane,     Januari 2023 
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